
 

 

 
 

 

 

WalikotaTasikmalaya 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 23 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah 
yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan guna 
terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, 
telah ditetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 37 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017; 

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan 

keadaan tahun berjalan, perlu adanya penyesuaian asumsi 
kerangka pendanaan, serta rencana program dan kegiatan 
prioritas daerah; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
dalam hal tidak sesuai dengan keadaan tahun berjalan, 
RKPD dapat diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya 

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 



 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 
– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019); 

10. Peraturan Presiden Nomor 45  Tahun 2016 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Tahun 2017; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 

 



 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2017; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
45); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembar 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6S Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2016 Nomor 35 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun  2005 – 2025 (Lembaran 

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89); 

19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 

93); 

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota 

Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140); 

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 
174); 

22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016Nomor 
180); 

23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268); 

 



 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA 

TASIKMALAYA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 
2017. 

Pasal I  

KetentuanLampiran dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya 

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 (Berita Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 279), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 37 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017(Berita 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 293), diubah 

sebagai berikut : 

a. BAB I  Pendahuluan; 

b. BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan 

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; 

c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan 

Kebijakan Keuangan Daerah; 

d. BAB IV  Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 
2017BAB V  Rencana Program dan Kegiatan 

Prioritas Daerah; dan  

e. BAB VI  Penutup. 

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 

 

Ditetapkan di  Tasikmalaya 
pada tanggal 17 Juli 2017 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 

ttd 

H. BUDI BUDIMAN 
Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 17 Juli 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 

ttd 

 
IVAN DICKSAN HASANNUDIN 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 388 


